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Abstrak
 

Disertasi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia. Permasalahan

mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ini muncul dengan adanya perubahan

kewenangan yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan kewenangan tersebut berimplikasi terhadap  kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan

yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi untuk dikelola. Sehingga pemerintah kabupaten/kota hanya

memilki sebagian kecil kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini dianggap tidak

sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 18 UUD Negara RI 1945 terkait otonomi daerah. Dampak ini

terlihat pada kewenangan dan kelembagaan pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan provinsi di wilayah

laut dan provinsi berciri Kepulauan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi

dengan data primer dan data sekunder yang dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab

pertanyaan mengenai : 1) bagaimanakah kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di indonesia? 2)

bagaimanakah pembagian kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang

pengelolaan sumber daya perikanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada era reformasi di

indonesia? 3) bagaimanakah konsep kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di

bidang pengelolaan sumber daya perikanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia?. Dari hasil

penelitian dapat dilihat bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan peran kembali

dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pemberian tugas pembantuan untuk melaksanakan tugas yang

bersifat operasional dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyakat yang berada di

daerahnya (<em>bringing the state closer to the people</em>). Hal ini dapat diatur dalam peraturan

pelaksana yang mengatur mengenai kewenangan provinsi di wilayah laut dan provinsi berciri kepulauan.

Selanjutnya,diperlukan penguatan fungsi kelembagaan cabang dinas untuk melakukan tugas administrasi

dan koordinasi dalam menjaga harmonisasi hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam

optimalisasi peran masyarakat diperlukan adanya koperasi perikanan dan Program <em>Community Based

Coastal Resource Management</em> (CB-CRM) khusus di bidang perikanan yang melibatkan masyarakat

pesisir khususnya nelayan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, akademisi dan lembaga-

lembaga penelitian

This dissertation discusses the regional government authority on fishery resource management in the

implementation of regional autonomy during the reform era in Indonesia. The issue of authority on fishery

resource management has arisen from the change of authority stated in Articles 27 and 28 of Law Number

23 of 2014 Concerning Regional Government. The authority change has implications on the fishery resource

management authority, which is handed over or delegated to the Regional (Provincial) Governments. As a
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result, the lower governments, city/regency governments, possess only a little portion of the fishery resource

management authority. This contradicts the mandate contained in Chapter 18 of the 1945 Constitution of the

Republic of Indonesia regarding Regional Autonomy. The impacts of the change are shown in the fishery

resource management authorities and institutions between the City/Regency Governments and the Regional

Governments in marine areas and provinces characterized by islands. This study is normative legal research

with primary and secondary data. It used a descriptive qualitative research method to answer the following

questions: (1) how is the fishery resource management authority in Indonesia?; (2) how was the division of

fishery resource management authority between the City/Regency Governments and the Regional

Governments in the regional autonomy implementation during the reform era in Indonesia?; and 3) how is

the concept of fishery resource management authority between the City/Regency Governments and the

Regional Governments in the regional autonomy implementation during the reform era in Indonesia? The

results of the research show that the role of the City/Regency Governments is essentially required through

providing assistance tasks to execute operational tasks in an attempt to bring the state/the government (s)

closer to the people. This can be included in the implementing regulations, which regulate the authority of

the Regional Governments in marine areas and provinces characterized by islands. Furthermore, the

institutional functions of regional branch offices to conduct administrative tasks and inter-coordination shall

be strengthened to maintain the harmony of relations between the Regional Governments and the

City/Regency Governments. In the community role optimization, fishery cooperatives and Community

Based Coastal Resource Management (CB-CRM) programs, especially in the fishery sector that involves the

coastal community, particularly fishermen, and cooperation with city/regency governments, non-

governmental organizations, academicians, and research institutions are required.


